SALINAN

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

1.

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuaal A#8% ayat (4) Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagainedah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Ndradrahun 2008, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggoséama Walikota
Probolinggo telah menyempurnakan Rancangan PematDeerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer&BD)A Tahun
Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawar Nomor
188/110.K/KPTS/013/2009 tentang Evaluasi RancanBamaturan Daerah
Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Petmlapdan Belanja
Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2@a® Rancangan
Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penjabararuldahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probgdintphun Anggaran
2009;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada dyudiibkukan agar
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pe¢aclalzen Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kegan umum dan
peraturan perundang — undangan yang lebih tinggi ;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksladhpauf a dan b
konsideran ini, maka perlu ditetapkan Peraturanrédag¢entang Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggafh 2

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1&3@ang Pembentukan Daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawadah, dan Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agu&®60) ;



. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajaki Biam Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Mo&% Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)gabana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembsdemara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan LembaragarndeRepublik

Indonesia Nomor 3569) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakaDagan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@7 18Momor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor68b)3sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahuw0 2Qembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, bedran Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea dtemol Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Isitongahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamsmor 3688) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisipembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNgaara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerberatahaNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMo&moTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembmmtikeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Iston€ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389) ;

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemankBangelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegarabRepimdonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rlkepimoonesia

Nomor 4400) ;

10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemenPanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknégia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafddomor 4421) ;

11.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantaDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noh2®, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telahahlilieberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2@88&mng Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (LemmbdNegara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peringmakguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

13.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaitiP@lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tdambalembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajads Paerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, bEdman Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibB& Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 NMobi®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentarmyd(d&an Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakfakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMo#@) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)gabena telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemeritahor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemeribamor 24 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nep;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangeRdaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Irelan€ahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4502) ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaagd8&t Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 7&005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&s@3)4

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentamgarRan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMob36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DRerimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMoh3@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentamster®i Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoffedian 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadNd576) ;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghHlLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, TambahamHdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577) ;



23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tam®b 2Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBit8)4;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfan Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaragarsd Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembamregafd Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnPan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahbaflzam Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahamdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarap®en Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rldpubdonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republidoniesia
Nomor 4614) ;

27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahn Dadtadvinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Ndgpablik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rlkepimoonesia
Nomor 4737) ;

28.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentantuBariKeuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonélsdun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoSit2 )4,

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@86ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahhdddngan Peraturan
Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 ;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20@&htang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggalan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjanasipel Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Caradpdmgian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2@88ang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daahaim Anggaran 2009;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2888ang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pemgdpenyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan g@u&artai Politik ;

33.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahurb 2806tang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DR®REa Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 NoR)orsebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PemtuDaerah Kota
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Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahamg&détas Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 (LembabPaerah Kota
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8) ;

34.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahubt 2@8ntang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerala Kbbolinggo Tahun
2006 Nomor 13) ;

35.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahudt 2@ntang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Da¢o#dn Probolinggo
Tahun 2006 Nomor 22) ;

36.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahur® 260tang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembanguaarma® Jawa Timur
Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Dadepada Kelompok
Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo T&0@9 Nomor 7);

37.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahur® 260tang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditakyd® Jawa Timur
Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Dadwpada Kelompok
Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo T&0@® Nomor 8);

38.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahurd 288tang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran AGfifbaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 1) ;

39.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahur®92@entang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran PendatamtaBelanja Daerah
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Probgdingahun 2009
Nomor 13).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO THEWNG PERUBAHAN
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH  KOTA
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aagga009 semula
berjumlahRp. 458.255.346.920,41 bertambah sejumlaRp. 23.605.976.228,93
sehingga menjadrp. 481.861.323.149,34 dengan rincian sebagai berikut :



(1) Pendapatan

a. Semula Rp. 434.055.346.920,41

b. Bertambah Rp. 22.035.321.415,93
Jumlah Pendapatan setelah PerubaharRp. 456.090.668.336,34

(2) Belanja

a. Semula Rp. 458.255.346.920,41

b. Bertambah Rp. 23.605.976.228,93
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 481.861.323.149,34

(Defisit) setelah Perubahan Rp. (25.770.654.813,-)

(3) Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 25.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 3.790.192.417,-
Jumlah Penerimaan setelah PerubaRan28.790.192.417,-
b. Pengeluaran
1) Semula Rp.  800.000.000,-
2).Bertambah Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubdan800.000.000,-

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perub&pa27.990.192.417,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perulbghaR.219.537.604,-

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalamlResditi dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 36.087.470.489,52

2) Bertambah Rp. 1.738.351.054,39

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perub@pa7.825.821.543,91
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 333.017.183.618,-

2) Bertambah Rp. 3.006.391.790,-

Jumlah dana perimbangan setelah PerubaharRp. 336.023.575.408,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 64.950.692.812,89

2) Bertambah Rp. 17.290.578.571,54

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sé®elatbahan

Rp. 82.241.271.384,43




(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud patddlayhuruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 6.022.177.500,-
2) Bertambah Rp. 287.941.875,-
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 6.310.119.375,-

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 22.618.368.712,50
2) Bertambah Rp. 1.417.443.614,50
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 24.035.812.327,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 1.134.425.000,-
2) Bertambah Rp. 44.265.564,89
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang d@bike setelah
perubahanRp. 1.178.690.564,89

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 6.312.499.277,02
2) Bertambah Rp.  (11.300.000,-)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang se¢elah perubahan
Rp. 6.301.199.277,02
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayaur{if) b terdiri dari

jenis pendapatan :
a. Dana bagi Hasil Pajak/bukan pajak
1) Semula Rp. 38.421.953.618,-
2) Bertambah Rp. 3.012.845.790,-
Jumlah Dana bagi Hasil setelah perubahan Rp. 41.434.439.408,-

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 259.538.590.000,-
2) Berkurang Rp. (5.454.000,-)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahdyp. 259.533.136.000,-

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 35.057.000.000,-
2) Berkurang Rp. (11.000.000,-)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahap. 35.056.000.000,-

(4) Lain — Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaindimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :



a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemeridtaérah Lainnya
1) Semula Rp. 19.950.692.812,89
2) Bertambah Rp. 2.628.402.571,54
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubaRan 22.579.095.384,43

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 45.000.000.000,-
2) Berkurang Rp. ((635.829.000,-)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sgtetabahan
Rp. 44.364.171.000,-

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintahdbdeainnya
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. 15.298.005.000,-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau PemafriDberah Lainnya
setelah perubahan Rp. 15.298.005.000,-

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pésalid dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 231.066.886.470,58
2) Berkurang Rp. (9.013.116.851,07)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perub&pa222.053.769.619,51

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 227.188.460.449,83
2) Bertambah Rp. 32.619.093.080,-
Jumlah Belanja Langsung setelah PerubahaRp. 259.807.553.529,83

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud paaa(ay huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula Rp. 213.995.696.470,58

2) Berkurang Rp. (9.199.713.331,07)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 204.795.983.139,51

b. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 6.079.390.000,-
2) Bertambah Rp. 64.096.480,-
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 6.143.486.480,-




c. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 10.263.000.000,-
2) Bertambah Rp. 122.500.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perub&ari0.385.500.000,-

d. Belanja Tak Terduga
1) Semula Rp. 728.800.000,-
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubaRpn728.800.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada aydtu(lj b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 32.282.674.450,-
2) Bertambah Rp. 2.865.834.200,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 35.148.508.650,-

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 89.143.612.520,83

2) Bertambah Rp. 11.465.270.500,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perulifinaf0.608.883.020,83

c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 105.762.173.479,-
2) Bertambah Rp. (18.287.988.380,-)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 124.050.161.859,-

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalaml1Pasdiri dari :
a. Penerimaan Sejumlah
1) Semula Rp. 25.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 3.790.192.417,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perulbgh&8.790.192.417 -

b. Pengeluaran Sejumlah
1) Semula Rp. 800.000.000,-

2) Bertambah Rp. -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah PeruBgha00.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huterfdiri dari jenis

pembiayaan :



a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 25.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 3.790.192.417,-
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelanny setelah

perubahan Rp. 28.790.192.417 .-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1§ Interdiri dari jenis

pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) PemerDéanah

1) Semula Rp. 800.000.000,-

2) Bertambah Rp. -
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintahdbesgtelah perubahan
Rp. 800.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum ddapiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeraterdiri dari :

1.
2.

Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurutsamuPemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;
. Lampiran 11l Rincian Perubahan APBD menurut @usPemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja DaeMenurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daaratuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dansiFung
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Gelongan dan Per
Jabatan;

. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun asagm sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalamunta
anggaran ini;

. Lampiran VIlII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligagerah.

Pasal 6

Walikota Menetapkan Peraturan tentang Penjabararub8ean Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasaasiopat Pelaksanaan



Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahR{otmlinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Agustus 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd

BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 19561101 198509 1 001




